SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pasuruan sebagaimana telah diubah yang ketiga kali
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06
Tahun 2007 maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pasuruan;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

9. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah yang ketiga kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

16. Peraturan ...



Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 81) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT
DAERAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

3. Pimpinan ...



3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil
Ketua DPRD.

4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah
mengucapkan sumpah /janji berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya
disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan
dan Anggota DPRD.

6. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya
disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas rutin Pimpinan.

7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan
yang digunakan untuk mendanai kelancaran
pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan
efektivitas alokasi dana.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH

Pasal 2

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah merupakan
klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menetukan
kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang
ditetapkan dengan formula sebagai dasar
penghitungan besaran TKI dan BPO pada setiap klaster

Pasal 3

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu:

a. tinggi;
b. sedang; dan

C. rendah

Pasal 4 ...



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Penentuan  kemampuan  keuangan  daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung
dengan penggunakan formula sama dengan
Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pendapatan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan
Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana
Alokasi Umum.

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
meliputi gaji  pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan, tunjangan beras dan
tunjangan pajak penghasilan.

Pasal 5

Data yang  dipergunakan  sebagai dasar
penghitungan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017.

Penghitungan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota
Pasuruan.

Pasal 6

Berdasarkan penghitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Kota Pasuruan
termasuk dalam Kelompok Tinggi, yaitu di atas
Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).

Penetapan Kelompok  Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
penghitungan pemberian TKI dan penyediaan BPO.

BAB III ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
PEMBERIAN TKI DAN PENYEDIAAN BPO

Pasal 7

TKI diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang
representasi Ketua DPRD Kota Pasuruan.

BPO disediakan sebesar 6 (enam) kali uang
representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali
jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua
DPRD.

Pasal 8

Besaran TKI dan BPO sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pembayaran TKI dan penyediaan BPO
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB IV
PENGANGGARAN BPO

Pasal 9

Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO secara
kolektif  berdasarkan = kriteria  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk:

a. representasi, meliputi menyampaikan
berbagai informasi dan permasalahan yang
ada di masyarakat, serta melaksanakan dan
memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada
seluruh Anggota DPRD;

b. pelayanan keamanan dan pelayanan
transportasi;

c. kebutuhan ...



c. kebutuhan lain, meliputi: kebutuhan untuk
mengikuti upacara kenegaraan, upacara
peringatan hari jadi daerah, pelantikan
pejabat daerah, koordinasi dan konsultasi
dengan Kepala Daerah, musyawarah
pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat,
menjadi juru bicara DPRD dan pemberian
bantuan kepada masyarakat/kelompok
masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 10
BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Pos Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,

SETIYONO



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19681027 199403 1 008




